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ABSTRAK

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya perlindungn dan
penjaminan hak bagi masyarakat untuk menghirup udara bersih tanpa adanya asap
rokok. Dalam Perwal No. 12 Tahun 2015, terdapat delapan kawasan yang
dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok, antara lain fasilitas pelayanan
kesehatan, tempat proses belajar, mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah,
fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Akan tetapi,
aturan kawasan tanpa rokok sampai saat ini belum berjalan sebagaimana
mestinya. Penelitian skripsi ini mengambil studi di Kwasan Wisata Malioboro dan
Kantor Balaikota Yogyakarta dengan judul “ Implementasi Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok™.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni mendeskripsikan dan
menganalisa implementasi aturan kawasan tanpa rokok di Kawasan Malioboro
Yogyakarta dan Kantor Balaikota Yogyakarta. Selanjutnya, jenis penelitian ini
adalah penelitian lapangan (field research) yang meliputi observasi dan
wawancara langsung dengan ke Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, UPT
Malioboro, masyarakat Kawasan Malioboro, serta pegawai di Kantor Balikota
Yogyakarta. Untuk menganalisis data penyusun menggunakan analisis kualitatif
dengan metode induktif , serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
yuridis-empiris. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori sistem hukum dari
Lawence M. Friedman dan teori figh siyasah dari Abdul Wahhab Khallaf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aturan kawasan tanpa
rokok belum sepenuhnya efektif, khususnya di kawasan Malioboro. Adapun
kekurangefektifan aturan kawasan tanpa rokok tersebut dapat ditinjau dari tiga
komponen, yaitu dari struktur hukum, pihak yang memiliki wewenang dalam
pelaksanaan tersebut terlihat belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya, baik
dari segi kuantitas sumber daya manusia yang minim serta belum adanya
koordinasi antara pihak yang berwenang dengan instansi pemerintah yang lain.
Dari subtansi hukum, ada beberapa pasal yang belum memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat. Kemudian, dari budaya hukum nampak masyarakat
belum sepenuhnya mendukung aturan ini. Selanjutnya, peran Dinas Kesehatan
dalam penerapan aturan kawasan tanpa rokok belum sepenuhnya menerapkan
konsep figh siyasah, meskipun mencegah kemudaratan (penyakit degeneratif
akibat rokok) dan menjamin terealisirnya kemaslahatan adalah salah satu tujuan
dari figh siyasah. Dalam penerapannya, Dinas Kesehatan masih mengabaikan
prinsip-prinsip figh siyasah antara lain, prinsip musyawarah, prinsip persamaan,
prinisp keadilan, prinsip amanah, dan prinsip hak asasi manusia.

Kata kunci : kawasan tanpa rokok, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sistem
hukum
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MOTTO
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Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan
Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-
benar beserta orang-orang yang berbuat baik

(QS. Al-Ankabut: 69)

Indeed, Allah will never change the condition of person until they change what is in
themselves (QS. Ar-ra’d: 11)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal
Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
J Alif - Tidak dilambangkan
@ Ba’ B Be
< Ta’ jr Te
& Sa’ S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
C Ha’ h Ha (dengan titik di
bawah)
¢ Kha’ Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
J Ra’ R Er
J Za’ z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
ol Sad $ Es (dengan titik di
bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta t te (dengan titik di bawah)
b} 7a’ z zet (dengan titik di
bawah)
I ‘ain ‘ koma terbalik di atas
& Gain G Ge
o Fa’ F Ef
it Qaf Q Qi
d Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
O Nin N En
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3 Wawu W We
A Ha H Ha
Hamzah ‘ Apostrof tetapi lambang
ini tidak dipergunakan
untuk hamzah di awal kata
¢ Ya’ Y Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

3adatia Ditulis Muta’addidah

sie Ditulis ‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

-

4aSa Ditulis Hikmah

il Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h.

sl s¥) dal S Ditulis Karimah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammabh ditulis t atau h

Xiv




kil 8ls Ditulis Zakah al-fitri

D. Vokal pendek
Fathah ditulis a,kasrah ditulis i, dan dammabh ditulis u.
Contoh : & ditulis jalasa
& ditulis syariba
&= ditulis buniya

E. Vokal panjang

A panjang ditulis 3, i panjang ditulis i, u panjang ditulis i, masing-masing

dengan tanda hubung (.) di atasnya.
Contoh : 4lals ditulis jahilyyah

u=as_ 8 ditulis furad
i ditulis tansa

F.  Vokal rangkap

Fathah + ya’ matiditulisai.

Contoh : &2 ditulis baina

Fathah + wawu mati ditulis au.

Contoh : J32 ditulis gaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan
dengan apostrof (*)

Contoh : 31 ditulisa "izzu
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Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf gamariyyah maka ditulis al-

Contoh : 4 3341l ditulis al-madrasah

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf | diganti dengan huruf syamsiyyah
yang mengikutinya.

Contoh : +&l ditulis as-sama’

Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : 432334 ditulis muhammadiyyah

Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : +W3¥1 44 % ditulis kar&mah al-auliy’

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.
Contoh : a5l ¢l ditulis khulafé 'urrasyidin

Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus
didapatkan semua eleman masyarakat tanpa ada kesenjangan antara satu
individu dengan yang lainnya. Pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat
adalah bagian dari perwujudan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub
dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan”.?

Bangsa Indonesia sendiri telah memiliki beberapa aturan perundang-
undangan terkait jaminan atas hak asasi manusia terkait kesehatan, antara
lain Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Th 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang
menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat”.? Lalu diatur juga dalam Pasal 6 UU No 36 Tahun 2009 tentang
kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan
lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”.?

Dewasa ini, masih banyak pelanggaran hak asasi manusia terkait
bidang kesehatan, salah satunya adalah kegiatan merokok. Persoalan rokok

memang tidak pernah tuntas penanganannya dalam masyarakat Indonesia.

! Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2 UU No. 39 Th 1999 tentang Hak Asasi Manusia
% Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



Rokok telah menjadi bagian dari budaya yang mendarah daging bagi
masyarakat, bahkan beberapa orang menganggap rokok sebagai simbol
keakraban antar warga. Satu sisi rokok dibutuhkan oleh sebagian orang,
namun di sisi lain rokok juga menyimpan bahaya dan dapat menimbulkan
jenis penyakit yang mengakibatkan kematian.

Definisi rokok sendiri menurut pasal 1 ayat (3) PP No. 109 Tahun
2012 adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar,
dihisap, atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu,
atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotina tabacum,
Nicotina rustica dan spesies lainnya atau sintetis yang asapnya
mengandung nikoin dan tar.* Menurut Aditama®, satu batang rokok akan
mengeluarkan sekitar 4000 bahan kimia seperti nikotin, gas karbon
monoksida, nitrogen oksida, hydrogen, cyanide, ammonia, acrelein,
acetilen, benzaldehyde, urethane, benzene, methanol, coumarin, 4-
ethylcatechol, ortocresol, perylene, dan lain-lain.®

Bila seseorang membakar kemudian mengisap rokok, maka ia
sekaligus mengisap bahan-bahan kimia tersebut. Bila rokok dibakar, maka
asapnya juga akan beterbangan di sekitar perokok. Asap yang beterbangan
itu juga mengandung bahan yang berbahaya dan bila asap tersebut diisap
oleh orang yang ada di sekitar perokok maka orang tersebut juga akan

mengisap bahan kimia berbahaya ke dalam dirinya, walaupun ia sendiri

4 Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012.

> Dr Tjandra Aditama, DSP, DTM&H, DTCE, adalah Dokter Spesialis Paru dan Staff
Pengajar Bagian Pulmonologi FK Ul, serta Wakil Direktur Penunjang Medik dan Pendidikan
RSUP Persahabatan.

® Tjandra Yoga Aditama, Rokok dan Kesehatan, (Jakarta: Ul Press, 2011), him 23.



tidak merokok.” Bahan-bahan kimia tersebut yang di kemudian hari dapat
menimbulkan berbagai penyakit, seperti tar yang dihubungkan dengan
penyakit kanker paru, gas karbon monoksida dihubungkan dengan penyakit
jantung, dan lain sebagainya. Menurut Kaplan, merokok merupakan salah
satu penyebab terjadinya 90% penyakit kanker paru pada laki-laki dan 70%
pada perempuan, 22% dari penyakit jantung, kanker mulut dan
tenggorokan, kanker esofagus, kanker kandung kemih, serangan jantung,
dan berbagai penyakit lain.®

Pada kenyataanya, kegiatan merokok yang mencemari udara
merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas
lingkungan yang baik dan sehat. Pencemaran terhadap lingkungan
memberikan dampak yang besar bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena
itu, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan terkait
kesehatan, khususnya tentang rokok.

Adapun peraturan perundangan yang dimiliki Kota Yogyakarta
dalam menjamin hak asasi manusia dalam bidang kesehatan adalah
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 20165 tentang Kawasan
Tanpa Rokok. Perwal tersebut berisikan aturan tentang tempat atau
kawasan mana saja yang dilarang dan diperbolehkan untuk merokok.
Terdapat delapan kawasan dilarang merokok di Yogyakarta, antara lain

fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak

" Tjandra Yoga Aditama, Rokok dan Kesehatan, (Jakarta: Ul Press, 2011), him 23-24.

8 Wibawa, Utomo, dan Anggraini., “ Hubungan Antara Pegetahuan, Lingkungan Sosial, dan
Pengaruh lklan Rokok dengan Frekuensi Merokok (Studi pada Siswa Kelas 3 SMK Negeri
Kendal)”, Jurnal Kedokteran Muhammadiyah, Vol 2:1 (2013), him 23.



bermain, tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja,
dan tempat umum. Bagi pelanggar aturan ini akan dikenakan sanksi
administratif, baik secara lisan, tertulis, penghentian kegiatan, atau
pencabutan izin sesuai dengan kewenangan Pemda.®

Dalam perkembangannya, masih sering dijumpai pelanggaran
terhadap aturan kawasan tanpa rokok tersebut. Masih banyak ditemukan
masyarakat yang merokok di area kawasan tanpa rokok seperti di tempat-
tempat umum, tempat wisata, tempat kerja, dan sekolah-sekolah.?® Hingga
akhir 2016, baru 17% persen kampung di Yogyakarta yang
mendeklarasikan diri sebagai Kawasan Tanpa Rokok.!* Angka ini masih
terbilang kecil karena belum mencakup setengah dari kawasan Kota
Yogyakarta terbebas dari asap rokok.

Hal yang amat disayangkan dari kegiatan merokok ini adalah pada
beberapa tahun lalu orang berani mulai merokok ketika sudah beranjak
dewasa, namun saat ini dapat dijumpai siswa Sekolah Dasar sudah mulai
berani merokok, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Di
Yogyakarta sendiri, sebanyak 50 % persen perokok telah mulai merokok di

bawah 20 tahun, bahkan ada yang telah merokok sejak umur 9 tahun.?

° Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok

10 Kabarkota. Rokok dan Implementasi Perda yang Belum Optimal di Yogya diakses dari
https://kabarkota.com/rokok-dan-implementasi-perda-yang-belum-optimal-di-yogya/ pada tanggal
05 Juli 2017.

I Tribun Jogja. 17 Persen Kampung di Yogya Bebas Asap Rokok diakses dari
http://jogja.tribunnews.com/2016/08/29/17-persen-kampung-di-yogya-bebas-asap-rokok pada
tanggal 05 Juli 2017.

2 Tribun Jogja. 2016. Lipsus : Jumlah Perokok Pemula Terus Meningkat diakses dari
http://jogja.tribunnews.com/2016/08/16/lipsus-jumlah-perokok-pemula-terus-meningkat pada
tanggal 05 Juli 2017.



https://kabarkota.com/rokok-dan-implementasi-perda-yang-belum-optimal-di-yogya/
http://jogja.tribunnews.com/2016/08/29/17-persen-kampung-di-yogya-bebas-asap-rokok
http://jogja.tribunnews.com/2016/08/16/lipsus-jumlah-perokok-pemula-terus-meningkat

Merokokpun sudah menjadi hal yang wajar di kalangan masyarakat saat
ini.

Selain meningkatnya jumlah perokok pemula dan tingginya angka
kemiskinan, dampak negatif dari rokok lainnya adalah biaya kesehatan
yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada keuntungan merokok itu
sendiri. Berdasarkan data RSUP dr Sardjito, terdapat kurang lebih 300
pasien penderita kanker yang disebabkan oleh paparan asap rokok, baik
konsumsi secara langsung maupun tidak langsung. Angka ini terbilang
tinggi dan harus dapat ditekan agar tidak berkembang lagi.

Dalam Perwal No. 12 Tahun 2015, penanggung jawab dari
penetapan aturan kawasan tanpa rokok ini adalah Satuan Kerja Pemerintah
Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan
(Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta). Sebagai penanggung jawab KTR,
Dinas Kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi dan
pendidikan tentang bahaya rokok terhadap masyarakat, serta memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, pengelola
Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda larangan merokok serta
menyediakan smoking area bagi perokok.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa
lokasi yang belum diterapkan sama'sekali aturan kawasan tanpa rokok
terhadap masyarakat, seperti yang terjadi di Malioboro. Di Malioboro,
sama sekali® tidak ada tanda larangan merokok dan smoking area sehingga

masih banyak ditemukan para perokok yang mengisap rokok di tengah-



tengah kerumunan masyarakat. Padahal kawasan Malioboro merupakan
kawasan pariwisata berbasis budaya dan kehidupan perkotaan®?, di mana
menurut Pasal 12 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015
tempat wisata termasuk dalam kawasan tanpa rokok.

Di Malioboro, banyak wisatawan, baik dari kalangan anak-anak
mapun ibu hamil, yang berwisata dan jika mereka menghirup asap rokok
tersebut maka akan berakibat buruk bagi kesehatan mereka. Hal ini tidak
sejalan dengan tujuan utama dari aturan kawasan tanpa rokok, yaitu
mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kondisi tersebut jelas
bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana
Undang-Undang No. 10 Th 2009 Pasal 5 tentang Kepariwisataan
dinyatakan bahwa “Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip
menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Oleh karena itu, sudah sepatutnya
Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian lebih terhadap
kawasan wisata, khususnya Malioboro, yang menjadi sentral wisata di
Yogyakarta.

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan
domestik ke Yogyakarta pada tahun 2016 sebanyak 3,5 juta orang,

sedangkan wisatawan asing berjumlah 360 ribu orang. Angka ini tergolong

13 pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025



tinggi dan meningkat sejauh 41,89% dibanding pada tahun 2015.%*
Meningkatnya kualitas pariwisata di Malioboro akan memberikan dampak
positif terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta itu sendiri. Oleh karena itu,
perlu adanya peningkatan kualitas hidup yang salah satunya dengan
memperhatikan kesehatan lingkungan, terutama udara bersih di area
Malioboro.

Masih adanya pelanggaran aturan kawasan tanpa rokok, tidak
terlepas dari peran struktur hukum sebagai penggerak dari perangkat
hukum yang ada. Dalam perwal KTR, Pemerintah Kota (Dinas Kesehatan
beserta instansi pemerintah lain) sudah seharusnya menerapkan aturan KTR
ini secara menyuluruh dan memberikan sanksi yang tegas agar tidak terjadi
pengulangan pelanggaran. Dalam hal ini, struktur tidak dapat bergerak
sendiri. Menurut Friedman, suatu produk hukum dapat bergerak efektif
apabila ketiga komponen, yaitu struktur hukum, subtansi hukum, dan
budaya hukum, saling mendukung satu dengan yang lain.*> Berpijak dari
latar belakang tersebut, maka kiranya penting bagi peneliti untuk mengkaji
mengenai “Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun
2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.” Penelitian ini akan dilaksanakan di

Kawasan Malioboro dan Kantor Balaikota Yogyakarta.

1% Tribunnews, http:/jogja.tribunnews.com/2016/09/10/perkembangan-jumlah-wisatawan-
mancanegara-ke-diy-tertinggi-se-indonesia diakses pada tanggal 07 Maret 2017.

15 Lawrence M Friedman, Sistem Hukum Perspektif llmu Sosial, (Bandung: NusaMedia,
2013), him 17.
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http://jogja.tribunnews.com/2016/09/10/perkembangan-jumlah-wisatawan-mancanegara-ke-diy-tertinggi-se-indonesia

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok
permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No. 12
Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif sistem hukum,
khususnya di Kawasan Malioboro dan Kantor Balaikota Yogyakarta?

2. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam
pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok perspektif figh siyasah ?

C. Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut, penelitan
yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai
antara lain :
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mendeskripiskan implementasi Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomo 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok

b. Untuk menjelaskan peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam
Pelaksanaan Peraturan Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015
tentang kawasan tanpa rokok.

2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis : Diharapkan dapat memberikan kontribusi

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi
ilmu Hukum Tata Negara khususnya dalam evaluasi pelaksanaan

kebijakan.



b. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu
memecahkan dan mengantisipasi masalah, khususnya mengenai
penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta
sebagaimana Perwal No 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa
Rokok.

c. Sebagai bahan tambahan informasi bagi pihak yang ingin
melakukan penelitian serupa.

D. Telaah Pustaka
Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Di
antaranya adalah
Pertama, Zulfa Nurdin dalam skripsinya yang berjudul “Inovasi
Program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-bone Kecamatan
Baraka Kabupaten Enrckang” membahas tentang pentingnya peranan
pemimpin Desa Bone-bone terhadap pemberlakuan kebijakan kawasan
tanpa rokok. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
inovasi dan teori program. Penelitian ini dilakukan di Desa Bone-bone
Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa peraturan kawasan tanpa rokok memberikan dampak yang sangat
positif dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta kemajuan desa Bone-
bone. 6
Kedua, Syahrul Mubin dalam skripsinya yang berjudul

“Implementasi Perda Kota Surabaya No 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan

16 Zulfa Nurdin, “Inovasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-bone
Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”, Skripsi, Fakultas IImu Sosial dan limu Politik Sultan
Hasanuddin Makassar, 2016.



Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Kasus Kawasan
Tanpa Rokok di Kampus UPN “Veteran” Jawa Timur)” menjelaskan
bahwa pimpinan kawasan mempunyai peran penting dalam penerapan
kebijakan tanpa rokok. Pemimpin atau penanggung jawab memiliki
kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Penelitian ini
dilakukan di Kampus UPN Veteran, Surabaya.'’

Ketiga, Alvi Novitarani dalam jurnalnya yang berjudul
“Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Asap
Rokok di Kota Bontang (Studi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di
Kantor Kecamatan Bontang Barat)” menjelaskan bahwa Perda Nomor 5
Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan maksimal di
Kota Bontang. Hal tersebut dikarenakan belum tersedianya tempat khusus
untuk merokok, kurangnya penyuluhan terhadap masyarakat, serta belum
maksimalnya sanksi yang diberikan kepada para pelanggar peraturan
daerah tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
kebijakan publik dan implementasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan di
Kantor Kecamatan Bontang dengan berfokus pada fakor-faktor
penghambatnya pelakasanaan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang

Kawasan Tanpa Rokok!®

17 Syahrul Mubin, “Implementasi Perda Kota Surabaya No 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan

Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Kasus Kawasan Tanpa Rokok di Kampus
UPN “Veteran” Jawa Timur”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Illmu Politik Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2010.

18 Alvi, Novitarani, “Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa

Asap Rokok di Kota Bontang (Studi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan
Bontang Barat)”, eJournal Administrasi Negara. Vol 3: 3 (2015), him 793-804.
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Keempat, Nizwrdi Azkha dalam jurnalnya yang diberjudul “Studi
Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat
Tahun 2013” menjelaskan bahwa KTR merupakan salah satu upaya
pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Namun,
tanpa adanya komitmen dan dukungan dari semua pihak, KTR sulit untuk
diterapkan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan di tiga kota, yaitu Padang,
Padangpanjang, dan Payakumbuh. Hasil penelitian ini adalah kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok masih dirasa kurang efektif, namun mampu
menurunkan tingkat perokok aktif pada tiga kota. *°

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Mhd Rizal Ikhsan yang berjudul
“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh”. Penelitian ini menggunkan teori
implementasi kebijakan dan dilaksanakan di Kota Payakumbuh. Hasil
penelitian ini adalah sanksi berupa teguran terhadap pelanggar Perda
Kawasan Tanpa Rokok dirasa tidak efektif sama sekali. Masih tingginya
pelanggaran terhadap perda tersebut disebabkan oleh kurang tegasnya

penegakan hukum terhadap pelanggar. Penegakan hukum yang baik dapat

19 Nizwrdi Azkha, “Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 20137,
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. Vol 02.: 04, (2013), him 171-179.

11



meninggikan kesadaran perokok aktif untuk tidak merokok di sembarang
tempat. 2

Dari telaah pustaka yang telah peneliti lakukan, terdapaat
persamaan dan perbedaan dengan literatur-literatur di atas. Adapun
persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Kawasan Tanpa
Rokok, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan teori
yang digunakan. Penelitian pertama fokus kepada inovasi program
Kawasan Bebas Rokok di Desa Bone-bone dan teori yang digunakan
adalah teori inovasi. Penelitian kedua fokus kepada kebijakan pejabat
Kampus UPN “Veteran” Jawa Timur tentang kawasan tanpa rokok dan
terbatas merokok. Penelitian ketiga berfokus pada penyediaan tempat
khasus merokok dan penyuluhan kepada pegawai serta sanksi yang
diberikan kepada pelanggar kebijakan. Penelitian keempat berfokus pada
efektifitas Kawasan Tanpa Rokok dalam menurunkan jumlah perokok
aktif. Penelitian kelima berfokus pada sanksi yang diberikan kepada para
pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh. Teori yang
digunakan ada penelitian kedua sampai dengan penelitian kelima adalah
teori kebijakan publik.

Jadi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada tinjauan sistem hukum
terhadap implementasi aturan kawasan tanpa rokok dan tinjauan figh

siyasah trhadap peran SKPD dalam penerapan Perwal No 12 Tahun 2015

20 Mhd Rizal Ikhsan, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh”,JOM FISIP Volume 2:. 2 (2015), him 1-12.
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tentang Kawasan Tanpa Rokok, khususnya di kawasan wisata Malioboro
dan Kantor Balaikota Yogyakarta. Pada dasarnya Kawasan Tanpa Rokok
sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka penjaminan lingkungan
udara yang sehat dan bersih bagi masyarakat sehingga penelitian ini
diharapkan dapat menemukan solusi. Penelitian ini menggunakan teori
sistem hukum Friedman dan teori figh siyasah Khallaf sebagai alat
analisis.
E. Kerangka Teoritik
Kajian akademis tentang implementasi kebijakan dapat dianalisis
dengan berbagai macam teori, baik teori umum maupun teori Islam. Dalam
penyusunan skripsi, peneliti menggunakan dua teori, yaitu teori sistem
hukum dan teori figh siyasah.
1. Teori Sistem Hukum
Istilah “sistem” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “systema” adalah
suatu keseluruhan yang tersusun hdari sekian banyak bagian atau
sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara
teratur dan merupakan suatu keseluruhan (a whole).2* Menurut Carl J
Friedrich, sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian
yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhannya
sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-

bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik

2L Winardi. Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem. (Bandung: Alumni,
1986). him. 113.
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akan mempengaruhi keseluruhannya.?> Dengan kata lain, di dalam suatu
sistem terjadi suatu proses yang dilaksanakan oleh sekumpulan unsur
yang masing-masing memiliki keterkaitan secara fungsional dan
operasional untuk mencapai suatu tujuan.

Hukum sebagai sistem berarti merupakan suatu kesatuan yang utuh
yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan
erat satu sama lain. 2 Menurut Harold J Berman, sistem hukum adalah
keseluruhan aturan dan prosedur yang spesifik sehingga dapat dibedakan
ciri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain pada umumnya, dan
kemudian secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas
yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi di
dalam masyarakat.?*

Senada dengan Berman, Friedmen berpendapat bahwa sistem
hukum merupakan satu kesatuan hukum vyang terdiri dari berbagai
komponen. Friedmen membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen
yaitu : %

a. Struktur hukum (structure of the law) melingkupi pranata hukum,
aparatur hukum, dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat
kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat

penegak hukum. Dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan

22 Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim. 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.
Him 171.

23 1 Gde Pantja Astawa & Suprin Na’a, Dinamika Hukum limu Perundang-undangan di
Indonesia, (Bandung; P.T. Alumni, 2012), him 41

24 Ibid., him 42.

25 L awrence M. Friedmen. Sistem Hukum ........ him 16.
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hukum dilakukan oleh penyidik, jaksa penutut umum, hakim, dan
advokat.

b. Substansi hukum (substance rule of the law), di dalamnya melingkupi
seluruh aturan dan ketentuan mengenai bagaimana sebuah institusi
harus berperilaku, baik yang hukum material maupun formal.

c. Budaya hukum (legal culture) merupakan penekanan dari sisi budaya
secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan
berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Ketiga komponen tersebut merupakan jiwa atau ruh yang
menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter
dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedmen menambahkan bahwa
bagaimanapun baiknya norma hukum suatu undang-undang tanpa
didukung penegak hukum yang handa dan dipercaya serta budaya
masyarakat, hukum tidak akan efektif mencapai tujuannya. Sebaliknya,
aparat hukum yang handal dan budaya masyarakat yang baik, hukum
juga tidak dapat efetif apabila tidak didukung oleh norma hukum yang
baik dan berkualitas.?®

2. Teori Figh Siyasah

Figh siyasah berasal dari dua suku kata, yakni figh dan siyasah.
Kata figh sendiri berasal dari Bahasa Arab, yakni fagaha — yafgahu -
fighan yang memiliki arti “paham yang mendalam”.?’ Secara

terminologis, figh berarti pengetahuan tentang hukum — hukum yang

26 T Gde Pantja Astawa & Suprin Na’a, Dinamika Hukum .......... hlm 44.
27 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Kencana Prenada Group). him 1.
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sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-
dalilnya yang tafshili (dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil
dari dasar-dasarnya, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah).?® Dengan kata lain,
figh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam.

Kata siyasah sendiri berasal dari kata sasa, berarti mengatur,
mengurus, dan memerintah.?® Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf
mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan
untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.*
Sedangkan menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, siyasah adalah suatu
tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan
dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rosululloh tidak
menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk
mengaturnya.’! Pada prinsipnya, siyasah berkaitan dengan pengaturan
terhadap tata kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara untuk  mewujudkan  kemaslahatan dan  mencegah
kemudharatan.

Setelah diuraikan definisi figh dan siyasah di atas, perlu juga
dikemukakan definisi figh siyasah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, figh

siyasah adalah :?

28 gayuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Yogyakarta: Ombak,
2014), him 24.

29 Ibid.,hIm 25.

30 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana
Prenada Group, 2014). him 4

31 Mujar lbnu Syarif dan Khamami Zada, Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik
Islam. (Jakarta: Erlangga, 2008), him 9.

32 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin ......... him 4
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Pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang
menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan
dengan tidak melanggar ketentuan syari’at dan prinsip-prinsip syari’at
yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.
Yang dimaksud Khallaf masalah umum bagi negara bernuansa Islam
adalah segala tuntutan aman, kehidupan sosial, dan sistem, baik yang
berupa undang-undang, keuangan, hukum, peradilan, dan lembaga
eksekutif.®3
Senada dengan Abdul Wahab Khalaf, Abdurrahman Taj
mendefinisikan siyasah syar’iyyah sebagai hukum-hukum yang mengatur
kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan
jiwa syari’at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-
tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan
baik oleh Al-Qur’an maupun As-Sunnah.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa figh siyasah adalah ilmu
tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk
pengaturan kepentingan umat mausia pada umumya dan negara pada

Khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh

33 Abdul Wahhab Khallaf, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), him
12.

34 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana
Prenada Group, 2014). him 5.
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pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam untuk
mewujudkan kemaslahatan umat.®® Sumber-sumber pokok figh siyasah
adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi
acuan bagi pemegang kekuasaan untuk menciptakan perundang-
undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teori figh
siyasah sebagai pisau analisis yang akan digunakan dalam menanggapi
peran SKPD mengenai Perwal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan
Tanpa Rokok, di mana efek dari perwal ini belum dirasakan oleh
masyarakat Kota Yogyakarta secara luas. Fokus dalam penelitian ini
lebih terletak kepada kewajiban seorang imam (dalam hal ini pemerintah
kota yang diwakilkan oleh SKPD) serta prinsip-prinsip siyasah dalam
penerapan Perwal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok
yang dirasa dapat menjadi jawaban atas permasalahan masyarakat,
khususnya dalam bidang kesehatan.

F. Metode Penelitian
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan
penelitian, maka peneliti menggukaan metode sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu

jenis penelitian yang objeknya langsung dari lapangan. Penelitian ini

dilakukan langsung di kawasan wisata Malioboro dan Kantor Balaikota

% 1bid., hIm 6.
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Yogyakarta, dengan cara observasi dan wawancara langsung sehingga
dapat diketahui gambaran serta data-data mengenai implementasi aturan
kawasan tanpa rokok di Kawasan Wisata Malioboro dan Kantor
Balaikota Yogyakarta.
. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu suatu penelitian yang
berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan
kejadian yang sedang terjadi. Seperti halnya menguraikan tentang
implementasi aturan kawasan tanpa rokok dan mendeskripsikan
gambaran umum Kawasan Wisata Malioboro dan Kantor Balaikota
Yogyakarta yang menjadi tempat penelitian. Setelah itu, dilakukan
analisis terhadap data-data yang didapat untuk memudahkan peneliti
menarik kesimpulan.
. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep
normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah
mengkaji pada kenyataan yang ada di masyarakat, khususnya di kawasan
wisata Malioboro.
. Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan

teknik pengumpulan data dengan melalui beberapa tahap, vyaitu
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observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada dasarnya dapat dibedakan

antara data pimer dan data sekunder.

a. Data primer

Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan

melalui observasi dan wawancara kepada :

1)

2)

3)

4)

5)

Ibu Arumi Wulansari, M. Ph., selaku Kepala Seksi Promosi
dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta,

Bpk. Agus Purnomo selaku Koordinator Divisi Satlas UPT
Malioboro

Bp Sunyoto selaku Pengamanan Kompek Balaikota
Yogyakarta

Bp Hafidz selaku Pegawai Kantor Pamong Praja Yogyakarta
Bp Yulianto, Bp Sutrisno, dan Bp Mizan selaku masyarakat
Kawasan Wisata Malioboro.

Peneliti juga menggunakan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai kesehatan, khususnya tentang rokok,

yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015

tentang Kawasan Tanpa Rokok.

b. Data sekunder

Yaitu data yang erat kaitannya dengan data primer, seperti

hasil karya ilmiah, baik skripsi ataupun jurnal, dan juga buku
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Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia.
c. Data tersier
Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan
data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman
Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan lain-lain.
d. Analisis data
Analisis data dalam penelitian ini menggunaka metode penelitian
kualitatif dengan pola deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh
responden, baik secara lisan maupun tulisan dan perilaku yang nyata
dipelajari secara utuh. Penelitian kualitatif ini adalah suatu tata cara
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik, yaitu dinyatakan
oleh responden, baik secara lisan maupun tulisan, dan juga perilku yang
diamati, diteliti, dan dipelajari sehingga mampu menjawab permasalahan
penelitian dengan baik.
G. Sistematika Pembahasan
Dalam pembahasan skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima. Bab
pertama terdiri dari tujuh bab, pertama, yaitu diawali dengan pendahuluan
yang berisi latar belakang masalah. Kedua, pokok masalah merupakan
penegasan terhadap kandungan yang terdapat di dalam latar belakang
masalah. Ketiga, tujuan penelitian yang berarti keinginan yang ingin

dicapai dari hasil penelitian ini dan kegunaan penelitian yang berarti
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manfaat dari hasil penelitian ini. Keempat, telaah pustaka yang berisikan
tentang penulusuran terhadap literatur yang berkaitan tentang objek
penelitian. Kelima, kerangka politik berisi acuan yang digunakan dalam
pembahasa dan penyelesain masalah. Keenam, metode penelitian yang
berisikan tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh,
sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur dari apa yang akan
dibahas dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi tentang teori yang akan digunakan untuk
mengulas kasus yang dijadikan bahan penelitian, yaitu teori sistem hukum
dan teori figh siyasah, mulai dari pengertian, ruang lingkup, dan aspek-
aspek.

Bab ketiga berisi tentang Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor
12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok serta gambaran umum
tentang kawasan wisata Malioboro Yogyakarta dan Kantor Balaikota
Yogyakarta.

Bab keempat berisi tentang analisis teori sistem hukum terhadap
pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2016
tentang Kawasan Tanpa Rokok dan analisis teori figh siyasah terhadap
peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam penerapan Perwali Nomor
12 Tahun 2015. Analisis dilakukan setelah terpenuhi data-data pendukung
penelitian sehingga memperudah peneliti dalam menganalisa dan

mengungkap fakta penelitian.
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Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan
dan saran-saran dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk
menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti dengan tidak lupa
memberikan sarang kepada pihak terkait agar karya ilmiah ini dapat

disahkan secara akademik.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis
menyimpulkan bahwa :

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu upaya perlindungan
hukum bagi masyarakat dalam menjamin hak setiap orang untuk
menghirup udara sehat dan bersih serta pencegahan dari bahaya asap
rokok yang timbul. Dalam pelaksanaannya, Perwal tentang Kawasan
Tanpa Rokok belum diimplementasikan secara efektif. Dari delapan
kawasan yang telah ditetapkan baru tiga kawasan yang benar-benar
menerapkan aturan kawasan tanpa rokok tersebut, yaitu fasilitas
pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan kantor
pemerintah. Ketidak efektifan Perwal tersebut dapat ditinjau dari
struktur hukum, subtansi hukum, dan budaya hukum. Untuk struktur
hukum, pihak yang memiliki wewenang dalam penerapan aturan
kawasan tanpa rokok, dalam hal ini Dinas Kesehatan, terlihat belum
maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Belum adanya koordinasi
antara Dinkes Kota Yogyakarta dengan instansi pemerintah lain (UPT
Malioboro) menjadi penyebab terhambatnya proses penerapan aturan
kawasan tanpa rokok. Selain itu, belum ada sarana prasarana yang

disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sebagai penunjang



pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok ini mengakibatkan aturan
tersebut belum teraplikasi secara maksimal. Dari subtansi hukum, ada
beberapa pasal yang belum memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat, terutama mengenai sanksi. Sanksi yang diberikan kepada
pelanggar aturan kawasan tanpa rokok tidak melekat kepada masing-
masing pelanggar (individu), melainkan justru kepada pengelola
kawasan tanpa rokok. Hal tersebut yang menyebabkan pengulangan
pelanggaran aturan kawasan tanpa rokok karena tidak adanya efek jera
dalam pemberian sanksi. Kemudian, dari budaya hukum nampak
masyarakat belum sepenuhnya mendukung aturan ini dengan masih
banyaknya kegiatan merokok di tengah khayalak ramai, terutama di
Malioboro, dan dapat mengganggu serta merugikan kesehatan orang
lain.

Kebijakan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan telah sesuuai dengan
konsep figh siyasah yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, namun
dalam proses pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya sesuai
dengan prinsip-prinsip figh siyasah. Di mana Dinas Kesehatan belum
memaksimalkan penerapan aturan kawasan tanpa rokok di delapan
tempat yang telah disepakati. Oleh karena itu, hak-hak perokok pasif
untuk menghirup udara bersih dan segar belum sepenunya terpenuhi,
begitu pula hak kebebasan perokok aktif untuk tetap dapat merokok

tanpa mencederai hak orang lain juga belum dapat terealisasikan.
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B. Saran
Berdasarkan pada penelitian serta kesimpulan yang telah penulis
uraikan di atas, maka penyusun akan memberikan saran yang diharapkan
berguna bagi pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Yogyakarta agar dapat menerbitkan peraturan yang
memberikan kepastian hukum masyarakat, baik dari penerapan aturan
tersebut maupun sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar aturan.

2. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta hendaknya menyediakan sarana
prasana yang menunjang pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok,
serta memaksimalkan sosialisasi secara menyuluruh kepada semua
elemen masyarakat di Kota Yogyakarta, khususnya di Malioboro,
dengan tujuan agar masyarakat lebih paham tentang aturan kawasan
tanpa rokok.

3. UPT Maliboro hendaknya memiliki sikap cepat tanggap atas apa yang
diinginkan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam penerapan
aturan kawasan tanpa rokok sehingga diharapkan aturan kawasan tanpa
rokok di Malioboro dapat berjalan secara maksimal.

4. Dan masyarakat Kota Yogyakarta, khusunya kawasan Malioboro,
harus bersama-sama dengan pemerintah membantu dan melaksanakan
semua aturan kawasan tanpa rokok agar tercipat lingkungan yang sehat

dan bersih.
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LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO

HLM

BAB

FN

TERIJIEMAHAN

16

31

Pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa
Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan
terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar
ketentuan syari’at dan prinsip-prinsip syari’at yang
umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat para

imam mujtahid

33

23

Perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman
dan tempat

33

24

Kebijaksanaan seorang Imam sangat tergantung

kepada kemaslahatan rakyat”

33

25

Menghindari bahaya harus diutamakan dari meraih

manfaat

36

31

Wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan
taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau dia
tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh
melakukan maksiat. Apabila ia menyuruh melakukan

maka tidak perlu mendengarkan dan menaatinya.

37

35

Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi)
seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang
urusaan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di
antara merek dan mereka menginfakkan sebagian

dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

39

38

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara
karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu
(yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar

kamu mendapat rahmat.




39

42

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu
menetapkan hukum di antara manusia hendaknya
kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.
Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

44

40

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu
menetapkan hukum di antara manusia hendaknya
kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.
Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

10

46

41

Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi
Bani Israil bahwa barang siapa membunuh orang
lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi,
maka seakan-akan dia telah membunuh semua
manusia. Barang siapa memelihara kehidupan
manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara
kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul
kami telah datang kepada mereka dengan
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas.
Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu

melampaui batas di bumi.

11

82

25

Kebijaksanaan seorang Imam sangat tergantung

kepada kemaslahatan rakyat”

12

82

27

Menghindari bahaya harus diutamakan dari meraih

manfaat




Menimbang

Mengingat

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA,

. bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan

sintesis yang mengandung nikotin dan tar yang
membahayakan bagi kesehatan manusia;

. bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah
menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kota  Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657 dan Nomor 5589);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun
1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 58);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa
Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);



6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran
Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 5);

8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Kawasan Dilarang Merokok (Berita Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA

ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan
budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara
sosial dan ekonomi.

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk
dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek,
rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman
Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau
sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa
bahan tambahan.

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau
ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok,
memproduksi, menjual, dan mempromosikan rokok.

Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh
atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material
yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola
oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan.

Tempat Proses Belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk
kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan
baik formal maupun non-formal.

Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan
untuk kegiatan anak-anak.

Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.

Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan penumpang yang
menggunakan kendaraan umum dengan sistem membayar atau menyewa.

Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka
yang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja
dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat
lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.



11.

12.

13.
14.

15.

Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh
masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama
untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk
menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.

Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok adalah
orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin atau
bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau sarana prasarana di kawasan
yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah
maupun swasta.

Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pemerintah Daerah adalah Walikota berserta perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah untuk memberikan jaminan
perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok untuk:

a.

b.

memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif
dan/atau perokok pasif;

memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat serta bebas dari asap
rokok bagi masyarakat;

. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk

merokok baik langsung maupun tidak langsung;

d. memenuhi rasa aman dan nyaman warga; dan

. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.

BAB II
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
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fasilitas pelayanan kesehatan;

. tempat proses belajar-mengajar;

tempat anak bermain;

. tempat ibadah;

fasilitas olahraga;
angkutan umum;
tempat kerja; dan

. tempat umum.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
adalah:
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. rumah sakit;
. klinik;

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);

tempat praktek kesehatan;
apotek; dan
toko obat.



Pasal 6
Tempat belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
adalah:
a. sekolah;
b. perguruan tinggi;
c. balai pendidikan dan pelatihan;
d. balai latihan kerja;
e. tempat bimbingan belajar;
f. tempat kursus; dan
g. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:
a. area bermain anak; dan
b. tempat penitipan anak;

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah:
a. pura;

b. masjid /mushola;

C. gereja;

d. vihara; dan

e. klenteng.

Pasal 9

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah:
a. gedung olahraga;

b. kolam renang; dan

c. tempat senam;

Pasal 10

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah:
. bus umum;

. taksi;

. kereta api; dan

. kendaraan wisata,

. angkutan anak sekolah; dan
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angkutan karyawan.

Pasal 11

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah:
a. kantor pemerintah;

b. kantor milik pribadi/swasta; dan

c. industri/pabrik.

Pasal 12

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h adalah:
a. tempat wisata;

b. tempat hiburan;

c. hotel

d. restoran;



e. kantin;

f. halte;

g. terminal angkutan umum; dan
h. stasiun kereta api.

Pasal 13

(1) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan h menyediakan tempat
khusus merokok.

(2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara
luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

b. terpisah dari gedung utama dan ruang lain yang digunakan untuk
beraktifitas;

c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
dalam wurusan kesehatan bertanggung jawab untuk melaksanakan
penetapan kawasan tanpa rokok.

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menindaklanjuti penetapan
kawasan tanpa rokok, dengan:

a. mengumpulkan data dan informasi tentang kawasan tanpa rokok di
Daerabh;

b. melakukan pendidikan tentang bahaya rokok bagi masyarakat;

c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan kawasan tanpa rokok; dan

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kawasan
tanpa rokok;
(3) Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib:

a. memasang papan pengumuman Kawasan Tanpa Rokok dengan memuat
tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan
larangan menjual produk rokok;

b. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang
menjadi tanggung jawabnya; dan

c. menghilangkan asbak di kawasan tanpa rokok

(4) Contoh Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

(1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual dan/atau membeli rokok di
Kawasan Tanpa Rokok.



(3) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok dilarang
membiarkan dan/atau mengizinkan merokok, memproduksi, menjual,
mempromosikan rokok dan menerima sponsor produk rokok.

(4) Setiap orang dilarang menjual rokok kepada anak dibawah usia 18
(delapan belas) tahun.

Pasal 16

Setiap orang dilarang merokok di luar Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 apabila kawasan tersebut terdapat ibu hamil, anak-
anak dan orang lanjut usia.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 17

(1) Walikota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan melakukan pembinaan
terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;

b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah dan
non-pemerintah baik nasional maupun internasional.

c. memberikan pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; dan

d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi Kawasan
Tanpa Rokok;

Pasal 18

(1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok
dan fungsi dalam urusan kesehatan dan SKPD lainnya.
(2) SKPD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pendidikan
melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar
dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;

b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan sosial melakukan
pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;

c. SKPD yang tugas dan fungsinya dalam urusan perhubungan melakukan
pembinaan terhadap KTR angkutan umum;

d. SKPD yang tugas dan fungsinya dalam urusan olahraga melakukan
pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;

e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan ketenagakerjaan
melakukan pembinaan KTR tempat kerja;

f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pariwisata
melakukan pembinaan KTR tempat pariwisata; dan

g. SKPD sebagai KTR melakukan pembinaan terhadap lingkungannnya.

(3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Sekretaris Daerah.



(1)

(2)

Pasal 19

Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan
masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Pembinaan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh SKPD sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya
di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Pembinaan KTR dilaksanakan dengan :
a. bimbingan

b. penyuluhan;
c. pemberdayaan masyarakat; dan

d. menyiapkan petunjuk teknis.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 21

(1) Walikota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas

pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan dan SKPD lainnya bersama-
sama masyarakat, badan, lembaga dan/atau organisasi kemasyakatan
melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1l) dibentuk

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Tim Pengawas KTR yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok
dan fungsi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2).

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan
oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 23

Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan
inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil
inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
SKPD terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 24

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan
dan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam wurusan
ketertiban berkoordinasi dengan SKPD lainnya melakukan inspeksi dan
pengawasan di KTR.

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan
selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada kepada
Walikota.

Pasal 25

Pelaksanan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dan Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB VI
PARTISIPASTI MASYARAKAT

Pasal 26

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan
berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok;

b. pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan
informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;

c. menetapkan lingkungan tanpa asap rokok di rumah dan lingkungan
tempat tinggalnya;

d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana
yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;

e. melaporkan setiap orang yang melanggar Pasal 15 kepada, pengelola,
pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok; dan

f. mengingatkan setiap orang yang terbukti melanggar Pasal 16.

Walikota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan menyebarluaskan informasi
berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan
pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar
ketentuan Pasal 15, dikenakan sanksi berupa:

a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

d. pencabutan izin atau rekomendasi pencabutan izin sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Daerah.

Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR:

a. tim pengawas KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
memberikan peringatan lisan kepada pengelola, pimpinan atau
penanggung jawab KTR;

b. apabila peringatan lisan tidak diindahkan selama 30 (tiga puluh) hari
kalender, maka tim pengawasan KTR memberikan peringatan tertulis
kepada pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR;

c. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak peringatan
tertulis diterima, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum
memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis,
maka Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok
diberikan sanksi berupa penghentian sementara; dan

d. Setelah masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada
huruf c berakhir dan pengelola, pimpinan, atau penanggungjawab KTR
belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan
tertulis, maka Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan
tanpa rokok diberikan sanksi berupa pencabutan izin



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Maret 2015
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 12



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA LARANGAN MEROKOK

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



Section A
Nama
Institusi

Tanggal Kunjungan

Waktu Kunjungan

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

FORMULIR ATAU LEMBAR PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

Formulir Pemantauan Wilayah KTR

Implementasi KTR 100%

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor .... Tahun 2015

Nama Petugas Inspeksi:

Logo Pemkot

Section B
. Sebutkan lokasi di dalam
No. Indikator Ged. I Ged. II Ged. III Ged. IV Ged. V gedung yang diperiksa,
seperti: lobi, ruang tunggu,
ruang Kerja, restoran, bar,
ruang kelas, kamar kecil,
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak ruang tunggu pasien, ruang
dokter, kamar hotel, dll)
1 Ditemukan orang merokok di dalam gedung
2 Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung
3 Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk
4 Tercium bau asap rokok
5 Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung
6 Ditemukan puntung rokok di dalam gedung
Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam
7 bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan
gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll)
8 Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung Kawasan Tanpa
Rokok.




Section C

Pertanyaan untuk Pengelola Gedung: Komentar tambahan
Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Kota Yogyakarta yang melarang orang merokok di oleh Petugas
1 dalam gedung? Ya Tidak Inspeksi
2 Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Kota Yogyakarta ? Ya Tidak
Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola
3 Gedung? Ya Tidak
Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan
4 Kebijakan KTR? Ya Tidak
Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan
5 | Kebijakan Kota Yogyakarta Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong | Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.
sebutkan.
1 1
2 2
3 3
Section D
Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukkan berdasarkan hasil inspeksi)
Petugas Inspeksi: Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung
Tandatangan: ( ) Tandatangan: ( )
Nama Nama
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI




LAMPIRAN I11

PEDOMAN WAWANCARA

A. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

1.

Bagaimana latar belakang diterbitkannya aturan Perwal tentang
Kawasan Tanpa Rokok ini?

Apa saja program kerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan
dalam pelaksanaan aturan Kawasan Tanpa Rokok ini?

Bagaimana cara Dinas Kesehatan mengkomunikasikan aturan kawasan
tanpa rokok ini kepada masyarakat?

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kesehatan, sudah seberapa
efektifkah penerapan aturan ktr ini di delapan kawasan yang telah
ditetapkan?

Bagaimana pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok khususnya di
kawasan Malioboro?

Menurut Bpk/ lbu, apakah sejauh ini masyarakat telah memiliki
kesadaran untuk mena’ati aturan ktr ini?

Menurut Bpk/ lbu, adakah perubahan tingkat perokok setelah
diterbitkannya aturan ktr ini?

Sejauh ini bagaimana tingkat pelanggaran terhadap aturan ktr ini?
Bagaimana proses pengawasan yang telah dilakukan Dinkes terhadap

aturan ktr ini?



B. UPT Malioboro
1. Bagaimana peran UPT Kawasan Maliooboro dalam proses penerapan
kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan?
2. Menurut Bpk, apa saja kendala dalam pelaksanaan aturan Kawasan
tanpa rokok ini ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pelestarian udara di
Malioboro?
C. Masyarakat Malioboro
1. Apakah Anda mengetahui tentang aturan Kawasan Tanpa Rokok di

kawasan ini?

2. Bagaimana partisipasi Anda dalam perwujudan lingkungan yang
bersih dan dan sehat di kawasan ini?
D. Pegawai Kantor Balaikota Yogyakarta
1. Menurut Anda, bagaimana penerapan aturan kawasan tanpa rokok di
lingkungan ini?
2. Menurut Anda, bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

dalam pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok ini?



LAMPIRAN IV

DAFTAR HASIL WAWANCARA PENELITIAN

NO

WAKTU

HASIL WAWANCARA

11 Desember
2017

Menurut Agus Purnomo, tantangan terbesar dari
pelaksanaan KTR di Kawasan Malioboro antara lain
Malioboro merupakan tempat umum sehingga banyak
kepentingan dan kegiatan dilakukan di tempat ini.
Selain itu belum ada koordinasi tentang tata cara
pelaksanaan KTR dari Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta juga menjadi penghambal pelaksanaan
KTR di Malioboro.

“Sebenarnya untuk Malioboro sendiri merupakan
daerah terbuka, di samping orang di Malioboro
berwisata, tp kadang juga cuma ada yang lewat dan
bekerja. Kemudian ketika hari-hari ramai, malam
minggu atau tahun baru, ga bisa menegur pengunjung
yang merokok sembarangan, kita mau nerjun berapa
orang pun ga bisa mbak. Karena apa? Karena
Malioboro itu sifatnya terbuka dan banyak kepentingan.
Kita ini, Malioboro mengeluarkan terus, ga ada
pemasukkan, pemasukkannya kecil. Saat ini juga dinas
kesehatan belum mengimplementasikan di sini juga,
tidak tahu ke depannya. Nanti kalau dinas kesehatan
merangkul upt, nah itu mungkin bisa bertahap,
pedagangnya dulu, gitu kan. Sangat complex Malioboro

untuk dibatasi tanpa merokok.”

15 Desember
2017

Menurut Ibu Arumi Wulansari, M.Ph. bahwa dari
delapan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan
tanpa rokok, baru berjalan tiga kawasan dan untuk

Malioboro sendiri belum terlaksanan sepeuhnya.




“Di perwal disebutkan ada delapan lokasi, tapi untuk
penerapannya kita bertahap karena tidak mungkin kita
menerapkan semuanya. Di tahap awal itu untuk institusi
kesehatan, institusi pendidikan, dan skpd atau opd di
lingkungan Kota Yogyakarta. Untuk di lokasi lain
belum, tapi untuk sosialisasinya kita tetap”

“Malioboro termasuk kawasan tanpa rokok, tapi belum
Kita terapkan secara penuh, karena Malioboro temasuk
tempat umum. Dan ini termasuk salah satu pembahasan
kita waktu di workshop dan ini yang jadi pembahasan
alot karena penerapannya akan lebih complex
dibandingkan dengan tiga lokasi awal. Kalau institusi
kesehatan jelas wajib ktr, pendidikan jelas wajib ktr
karena selain ada di perwal juga ada di kementerian
pendidikan yang menyatakan bahwa sekolah itu
kawasan tanpa rokok, kemudian yang di skpd karena itu
di bawah pemerintah Kota Yogyakarta karena begitu
pemerintah kota memiliki kebijakan ya semua harus
mengikuti. Tapi kalau Malioboro itu termasuk tempat-
tempat umum dan menjadi icon wisata juga. Di situ
banyak sekali kepentingan dan banyak sekali
permasalahan yang harus yang Kita tidak bisa
memandang itu hitam atau putih. Nah seperti misalnya
tidak boleh memperjualbelikan rokok, bagaimana
batasannya. Kemudian pedagang-pedagang Yyang
asongan bagaimana solusinya nanti. Kalau hanya tidak
boleh merokok mungkin bisa nanti Kita sediakan tempat
khusus untuk merokok, tapi bagaimana dengan jual beli
rokoknya, bagaimana dengan menerima sponsor rokok.
Kalau sponsor itu misal toko-toko yang di sepanjang itu

bagaimana. Jadi kan masih banyak yang harus




dijukniskan kembali agar pelaksanaannya tidak rancu.”

19 Desember
2017

Bapak Yulianto mengatakan bahwa belum ada
sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok dari UPT
Malioboro, justru dari pihak UPT lah yang merokok di
kawasan tersebutt.

“Tidak tahu mbak kalau ada aturan kawasan tanpa
rokok. Wong kalo malem, UPTnya saja pada ngrokok

di sini”

19 Desember
2017

Bapak Sutrisno menuturkan bahwa selama 22 tahun ia
menjadi pedagang di kawasan Malioboro belum pernah
ada sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di
Malioboro.

“Sejak tahun 95 saya kerja di sini, belum tahu ada

aturan itu. Gak ada sosialisasi.”

19 Desember
2017

Menurut Bapak Mizan, ketidaktahuan para wisatawan
tentang aturan kawasan tanpa rokok karean tidak ada
karena tidak ada tanda larangan merokok di kawasan
Malioboro.

“Belum tau kalau ada perwal itu, tidak ada tanda

larangan merokok juga.”

2 Januari 2018

Menurut Bp Suyanto Kantor Balaikota Yogyakarta
sudah hampir 99% melaksanakan aturan kawasan tanpa
rokok.

“Sudah 99% pelaksanaan KTR di Komplek Balaikota.
Yang merokok memang masih banyak, tapi sudah
ditempatnya. Kalau ada pengunjung yang belum tau
nanti ditunjukkan smoking area nya. Ada beberapa titik

smoking area yang telah disediakan.”

2 Januari 2018

Menurut Bp Hafidz, kantor Balaikota sudah 90%

melaksanakan aturan kawasan tanpa rokok. Dinas




Kesehatan juga sudah bersosialisasi secara khusus
kepada pamong praja tentang teknis pelaksanaan aturan
kawasan tanpa rokok di Balaikota.

“Sudah mencapai 90%, soalnya sudah ada ruang
merokok, Cuma prakteknya itu saat jam kerja saja, kan
fokusnya biar tidak mengganggu orang lain, jadi ketika
malam atau sabtu minggu, kan ada yang piket, ya Cuma
di luar ruangan saja, tidak di smoking area. Dari Dinas
Kesehatan juga sudah dipanggil untuk sosialisasi. Kalau
ada pengunjung yang belum tau ada satpol PP yang
mengingatkan, ada tempat khusus sendiri.”

“Dari Dinas Kesehatan juga sudah ada sosalisasi sendiri
buat satpol PP untuk menertibkan dan mengingatkan.
Tahun 2016, sempat kerepotan belum ada tempat
sendiri terus ada usulan dari sini dan dikabulkan jadinya
dibuatlah smoking area. Dari Dinas Kesehatan sendiri
juga memberikan pamflet dan poster dilarang merokok,
kalau untuk smoking area memang ada bagian yang
membangun. Sejauh ini, pengunjung juga cuma teguran
lisan, tidak ada yang ndableg, jadi kalau sanksi secara
tegas belum. Di sini juga ada anak PKL, awal-awal
merokok di depan kantor, tapi kemudian ditegur ya

sudah tidak merokok lagi di depan”




LAMPIRAN V

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Umur

Pekerjaan

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok” sebagai

penelitian tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Desember 2017

( )

Responden/ Narasumber



LAMPIRAN VI

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

2. Wawancara dengan UPT Malioboro




3. Wawancara dengan Masyarakat Malioboro




5. Himbauan Kawasan Tanpa Rokok




LAMPIRAN VII

CURRICULUM VITAE

Nama : Amalia Lathifah

Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 15 Januari 1993

Alamat : Ngabean Kulon, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman,DIY
Nama Ayah : Drs Marwoto Al-Mukhlashin, S.H., M.S.I

Nama lbu : Dra Muslimah Prasetyowati

Email : liazonel3@gmail.com

No. Hp : 082134896688
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